
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting/Golput) 

 

 

Budiardjo (1982: 01) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang 

atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. 

Lebih lanjut Surbakti (1999: 140) menambahkan keputusan politik yang dibuat 

dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan 

warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan 

segala isi keputusan politik.  

 

Di konstitusi Indonesia, kebebasan dasar manusia secara politik juga diakui, 

hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E yang berbunyi: 

1. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 

2. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat. 

 

Pemilihan umum legislatif merupakan penentu masa depan Indonesia yang 

dilakukan tiap lima tahun. Masyarakat yang telah memenuhi syarat berhak 

memilih wakil-wakilnya yang akan mewakili aspirasinya. Tetapi terdapat 

masyarakat secara sadar tidak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraannya. 

Keengganan pemilih untuk berpartisipasi ditanggapi oleh Marijan (2010: 126) 
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yang berpendapat jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah mapan 

demokrasinya, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu masih cukup tinggi. 

Tetapi mengingat Indonesia yang sedang melakukan proses demokratisasi, 

kecenderungan menurunnya partisipasi pemilih patut menjadi perhatian. 

Berikut ini akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai golput. 

 

1. Definisi Golput (Non-Voting) 

 

 

Menurut Dulay dalam Efriza (2012: 535) golongan putih diakronimkan 

menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia 

memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam 

alasan, baik pada pemilu legislatif, pilpres, pilkada maupun pemilihan 

kepala desa (pilkades). Sedangkan menurut Budiman dalam Efriza (2012: 

535) golput adalah orang yang sengaja datang ke TPS dan membuat 

pilihannya tidak sah dengan mencoblos gambar putih. Kita bisa memperluas 

definisi golput dengan orang yang tidak percaya dengan hasil pemilu dan 

tidak mau berpartisipasi. Ia bisa tidak datang ke TPS atau dia datang, tapi 

membuat suaranya tidak sah. 

 

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat diasumsikan bahwa golongan 

putih (golput) adalah individu atau masyarakat yang tidak menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilihan umum karena berbagai macam alasan. Pada 

penelitian ini, yang dimaksud golput adalah para mahasiswa Jurusan Ilmu 

Pemerintahan FISIP Unila yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif Tahun 

2014 dikarenakan berbagai alasan. 
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2. Kategori Perilaku Golput 

 

 

Saefullah dalam Efriza (2012: 546) menyatakan golput terpilah ke dalam 

tiga kategori besar, yaitu teknis, politis, dan ideologis. 

1. Golput teknis, terdiri dari tiga kelompok, yaitu: 

a. Mereka yang berhalangan hadir. 

b. Pemilik suara tidak sah karena keliru mencoblos. 

c. Yang tak tahu apa yang dia mau. 

2. Golput politis terdiri atas beberapa kelompok, antara lain tak punya 

pilihan, tak percaya formalisme sekalipun bersahabat dengan elitisme, 

dan tak percaya formalisme sekaligus elitisme. Berbeda dengan dengan 

golput teknis yang nirmotif poltik, mereka menjadikan golput sebagai 

ekspresi politik. Bagaimanapun, golput politis tidak permanen. Mereka 

berhenti menjadi golput manakala pilihan tersedia atau demokratisasi 

mencapai kemajuan berarti sehingga tak lagi hanya bertumpu pada 

lembaga formal serta semakin egalitarian dan partisipatoris. 

3. Golput ideologis, baik dari sayap kanan maupun sayap kiri. Bagi 

mereka, golput bukan hanya sekedar ekspresi politik, melainkan lebih 

terhadap perwujudan keyakinan ideologis. 

a. Di sayap kiri, terdapat golput ideologis yang menolak berpartisipasi 

dalam pemilu sebagai konsekuensi dari penolakan mereka atas 

demokrasi liberal. Bagi mereka, pemilu dan demokrasi liberal adalah 

anak kandung kapitalisme yang memproduksi kesenjangan, 

eksploitasi, dan ketidakadilan. 
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b. Di sayap kanan, tersedia golput ideologis dari kalangan 

fundamentalisme agama terutama Islam. Menurut mereka, demokrasi 

dan pemilu bertentangan dengan syariat agama, pemilu menyerahkan 

kedaulatan kepada rakyat, kepada manusia, padahal hanya Tuhan 

yang berhak memilikinya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, perilaku golput dapat dikelompokkan dalam 

tiga kategori yaitu golput teknis, golput politis dan golput ideologis. Ketiga 

kategori tersebut sangat sesuai untuk menggambarkan secara terperinci 

mengenai golput yang terjadi di kalangan mahasiswa Jurusan Ilmu 

Pemerintahan FISIP Unila. 

 

3. Bentuk Perilaku Golput 

 

 

Efriza (2012: 547) mengatakan di Indonesia perilaku golput pada umumnya 

dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu: 

1. Orang yang tidak menghadiri TPS sebagai aksi protes terhadap 

pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. 

2. Orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak 

pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar. 

3. Orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk 

bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini perilaku 

golput adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem 

politik yang sedang berkembang. 

4. Orang yang tidak hadir di TPS dikarenakan mereka memang tidak 

terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Pada konteks 

semacam ini perilaku golput lebih disebabkan alasan administratif. 

Biasanya kelompok ini disebut golput pasif. 

 

Berdasarkan keempat bentuk perilaku golput yang telah dipaparkan di atas, 

penelitian ini lebih berfokus pada perilaku golput mahasiswa yang tidak 
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menggunakan hak pilihnya karena berbagai penyebab yang terjadi sebelum 

maupun saat hari pemungutan suara.  

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Memilih (Golput) 

 

 

Ada beberapa alasan mengapa orang berperilaku tidak mau melibatkan diri 

dalam politik, Dahl dalam Rahman (2002: 53) menyebutkan alasannya 

sebagai berikut: 

1. Orang mungkin kurang tertarik dalam politik karena memandang rendah 

terhadap segala manfaat yang diharapkan dari keterlibatan politik 

dibanding dengan manfaat yang diperoleh dari berbagai aktivitas lainnya. 

Terdapat dua kategori kepuasan dari keterlibatan dalam aktivitas politik, 

yakni kepuasan langsung yang  diterima dari aktivitasnya sendiri berupa 

kegembiraan dengan adanya interaksi sosial dengan kawan atau 

kenalannya yang dapat meningkatkan martabat dari pergaulan dengan 

orang penting, mendapatkan peluang informasi terbatas, daya teknik 

politik dan sebagainya. Yang kedua adalah keuntungan instrumental 

yaitu keuntungan khusus bagi orang-orang tertentu atau keluarga yang 

dapat memperoleh pekerjaan dari pimpinan partai. 

2. Orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan 

sebelumnya. 

3. Seseorang merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, 

karena ia tidak dapat mengubah dengan jelas hasilnya. 

4. Seseorang merasa bahwa hasil-hasilnya relatif akan memuaskannya 

sekalipun ia tidak berperan di dalamnya. 
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5. Jika pengetahuan seseorang tentang politik terlalu terbatas untuk dapat 

menjadi efektif. 

6. Semakin besar kendala yang dihadapi dalam perjalanan hidup, semakin 

kecil kemungkinannya bagi seseorang untuk terlibat dalam politik. 

 

Perilaku golput disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. 

McClosky dalam Budiardjo (1982: 14) berpendapat bahwa orang yang tidak 

ikut memilih dikarenakan sikap acuh tak acuh, tidak tertarik atau kurang 

paham mengenai masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha 

untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil atau sengaja tidak 

memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam 

lingkungan dimana ketidaksertaan merupakan hal yang terpuji. 

 

Dewi (2009: 32) mengungkapkan golput pada pelaksanaan pemilu tahun 

2009 disebabkan oleh: 

1. Persoalan administratif. Banyak konstituen yang namanya tidak 

tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

2. Kejenuhan pemilih. 

3. Belum berhasilnya pendidikan politik rakyat. 

4. Apatisme atau apriori pemilih. 

5. Pelampiasan atas perasaan kecewa terhadap sistem maupun 

penyelenggaraan pemilu. 

6. Tiadanya atau kuranggnya jumlah TPS khususnya bagi pemilih yang 

sedang sakit, sedang mengalami hukuman, sedang bepergian dan lain 

sebagainya. 
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Sedangkan menurut Soebagio (2008: 84) golput disebabkan oleh: 

1. Pemilu dan pilkada langsung belum mampu menghasilkan 

perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2. Menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki platform 

politik yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta 

komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, 

melainkan lebih mengutamakan kepetingan kelompok atau 

golongannya. 

3. Merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elitpolitik) yang 

berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan atau 

kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi publik. 

4. Tidak terealisasikannya janji-janji yang dikampanyekan oleh elit 

politik kepada publik yang mendukungnya. 

5. Kejenuhan pemilih karena sering adanya pemilu atau pilkada 

yang dipandang sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi yang 

lebih menguntungkan bagi para elit politik. 

6. Kurang netralnya penyelenggara pemilu atau pilkada yang masih 

berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, 

disamping juga kurangnya intensitas sosialisasi pemilu secara 

terprogram dan meluas. 

 

Moon dalam Efriza (2012: 535) menguraikan bahwa secara umum terdapat 

dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih (turnout) atau 

ketidakhadiran pemilih (non-voting) dalam suatu pemilu. Pendekatan 

pertama menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan 

karakteristik institusional sistem pemilu. Sementara itu, pendekatan kedua 

menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas 

keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Hanya saja, kedua 

pendekatan tersebut di dalam dirinya sama-sama memiliki kesulitan dan 

mengandung kontroversi masing-masing. Untuk memahami perilaku golput 

secara lebih mendalam dibutuhkan penjelasan-penjelasan yang digali dari 

faktor-faktor psikologis, seperti ciri-ciri kepribadian, predisposisi-

predisposisi dasar, dan sikap-sikap jangka pendek pemilih golput. 
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a. Faktor Psikologis 

 

Penjelasan golput dari faktor psikologis pada dasarnya dapat 

dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri 

kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. 

Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku golput disebabkan oleh 

kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, 

perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi 

dan semacamnya. Hal itu dikarenakan apa yang diperjuangkan kandidat 

atau parpol tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara 

langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan yang 

lebih luas. Pada konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai 

kepribadian tidak toleran atau tidak acuh cenderung untuk tidak 

memilih. Ciri-ciri kepribadian dari perilaku golput berdasarkan faktor 

psikologis ini umumnya diperoleh sejak lahir (bahkan lebih bersifat 

keturunan) dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor 

lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah 

keefektifan personal (personal effectiveness), yaitu kemampuan atau 

ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya. 

 

Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi 

kepribadian. Sherman dalam Efriza (2012: 538) melihat bahwa perilaku 

golput disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara 

konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomali, dan alienasi. 

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelmaan atau 
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pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara 

sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan 

politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau 

rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa 

aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara 

langsung. Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka 

melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena 

mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa dan 

kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak 

memilih, tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-

keputusan politik seringkali berada di luar kontrol para pemilih. 

 

Perasaan powerlessness inilah yang disebut sebagai anomi. Sedangkan 

alienasi berada di luas apatis dan anomi. Alienasi merupakan perasaan 

keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam 

banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai 

sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. 

Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk 

alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi 

dan semacamnya. 

 

b. Faktor Sistem Politik 

 

Tingsten dalam Efriza (2012: 539) menjelaskan ada hubungan antara 

sistem pemilu atau sistem perwakilan yang diterapkan sangat 
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berpengaruh pada persentase kehadiran dan ketidakhadiran seseorang 

dalam bilik suara. Hasil studi yang dilakukan Tingsten menyimpulkan, di 

negara-negara yang menerapkan sistem pemilu atau sistem perwakilan 

berimbang (proporsional), rata-rata jumlah pemilih yang hadir cukup 

tinggi. Sementara itu negara yang menerapkan sistem distrik (single-

member district) jumlah kehadiran pemilih relatif rendah. Hal ini 

dikarenakan, dalam sistem perwakilan berimbang, perolehan kursi sangat 

bergantung pada proporsi jumlah suara pemilih. Sementara itu, dalam 

sistem proporsional mempunyai semangat yang lebih besar untuk 

memilih betapapun mereka menyadari partai atau kandidat yang 

dipilihnya akan kalah di wilayah distrik atau dapil-nya, sebab suaranya 

tidak hilang karena digabungkan dengan perolehan suara di daerah 

pemilihan lainnya. 

 

c. Faktor Kepercayaan Politik 

 

Pada literatur ilmu politik, konsep kepercayaan oleh para ahli banyak 

digunakan untuk menjelaskan ketidakaktifan (inactivity) seseorang dalam 

dunia politik. Menurut Khoirudin dalam Efriza (2012: 540), fenomena 

meningkatnya golput harus dipandang dalam dua perspektif. Pertama, 

munculnya ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk 

partai, yang kemudian berakibat pada perspektif kedua, keinginan warga 

negara untuk melakukan delegitimasi politik terhadap kekuasaan. 

Padahal, tanpa legitimasi warga negara sesungguhnya sebuah kekuasaan 

dapat dianggap tidak ada. 
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Sedangkan menurut Asfar dalam Efriza (2012: 541), golput disebabkan 

karena beberapa hal, yaitu: 

1. Ketidakhadiran diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan 

kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering 

diinterpretasikan sebagai bentuk “loyalitas” atau kepercayaan pada 

sistem politik yang ada 

2. Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari 

ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi 

tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidakhadiran pemilih 

dimaknakan sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang 

berkuasa 

3. Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat 

 

d. Faktor Latar Belakang Status Sosial-Ekonomi 

 

Setidaknya ada tiga indikator yang bisa digunakan mengukur variabel 

status sosial-ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan 

pekerjaan. Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang 

berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dalam 

Efriza (2012: 543) memaparkan “the best known about turnout is that 

citizens of higher social and economic status participate more in 

politics...” (yang utama tentang kehadiran bahwa warga negara yang 

status sosial dan ekonomi lebih berpartisipasi politik...) 
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Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi 

dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti dijelaskan 

Wolfinger dalam Efriza (2012: 543), yaitu: 

1. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk 

mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping 

memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada 

saat pendaftaran maupun pemilihan.  

 

“in high school and college, we learn the political system and 

about how the issue affect our lives, are exposed to peer 

pressure to participate in the political process, and an acquire 

a sense of efficacy, of control over our fate. All these influences 

predispose us to vote. The poorly educated, by contrast, are 

predisposed to avoid politics because of their lack of interest in 

the political process, their unawareness of its relevance to their 

lives,and their lack of the skills necessary to deal with the 

bureaucratic aspects of voting and registration.” (di sekolah 

dan perkuliahan, kita belajar mengenai sistem politik dan 

bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita, dan diterangkan 

untuk menekan teman sebayanya untuk berpartisipasi dalam 

proses politik, dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan, dari 

mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi 

kita untuk memberikan suara. Yang kurang berpendidikan 

dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik 

karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu 

proses politik, ketidakpedulian atas hubungannya terhadap 

kehidupan mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu 

dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan 

mendaftar). 

 

2. Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para 

pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang 

berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih 

tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang 

bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak 

mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. 

3. Pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial 

akibat keterlibatannya dalam proses pemilu “para pemilih yang tingkat 
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pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran 

cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berlatarbelakang pendapatan 

tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu 

rendah”. 

 

Angka golput yang terus naik di setiap periode menyebabkan beberapa 

pihak melakukan upaya-upaya menekan angka golput, seperti yang 

ditulis Efriza (2012: 554) pada pemungutan suara 2009 untuk menekan 

angka golput dikeluarkan fatwa haram golput saat musyawarah Ijtima 

Fatwa Ulama Indonesia 24-25 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera 

Barat. 

1. Pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih 

pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi 

terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan 

kepentingan bangsa. 

2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk 

menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. 

3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat 

sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan 

dalam masyarakat. 

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), 

terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai 

kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat 

Islam hukumnya adalah wajib. 

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih 

sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya 

adalah haram. 

 

 

Selanjutnya, fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi yakni, (1) umat 

Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang 

mengemban tugas amar makruf nahi munkar; (2) pemerintah dan 

penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan 
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pemilu agar pasrtisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga hak 

masyarakat terpenuhi.  

 

B. Mahasiswa 

 

Adnan (1999: 76) berpendapat bahwa mahasiswa merupakan kelompok 

generasi muda elit dalam masyarakat yang mempunyai keberanian, 

kepeloporan, sifat dan watak yang kritis. Berperan sebagai kekuatan moral dan 

berfungsi sebagai kontrol sosial serta sebagai duta-duta pembaharu masyarakat. 

Selanjutnya Juliantara dalam Silahi (2004: 04) menyatakan universitas atau 

yang sering disebut kampus adalah dunia akademisi yang memiliki pemikiran 

kritis dengan pola pikir yang lebih terbuka dalam memandang suatu fenomena 

yang ada dalam masyarakat. 

 

Karim dalam Nazmi (2010: 18) menyatakan ketika menjelang pemilu, kaum 

muda senantiasa menjadi objek rebutan partai politik dalam pemilu. Kaum 

muda ialah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda 

merupakan salah satu kelompok yang sulit untuk didekati oleh partai politik 

karena memiliki makna yang strategis terutama setiap menghadapi dan 

melaksanakan pemilu. 

 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan tersebut terlihat bahwa 

mahasiswa merupakan generasi muda yang kritis, independen, dan merupakan 

salah satu pihak yang berperan strategis dalam penyelenggaraan pemilu. 
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1. Ciri-Ciri Mahasiswa 

 

Damanhuri dalam Mediastutie (2006: 25) memaparkan ciri-ciri mahasiswa 

sebagai berikut: 

1. Mereka adalah kelompok muda, oleh karena itu karakteristik ini 

diwarnai oleh sifat pada umumnya tidak selalu puas dengan 

lingkungannya, dimana mereka menginginkan berbagai perubahan yang 

cepat (dinamik) dan mendasar (radikal). 

2. Mereka adalah kelompok yang menjalani sistem pendidikan tinggi, oleh 

karenanya nafas dan sikap akademis akan memberi ciri yang kuat dalam 

gerak langkahnya. Sikap objektif, rasional, kritis dan skeptis yang 

menjadi ciri keilmuan amat mempengaruhi pandangannya dalam 

mengamati setiap masalah 

3. Mereka adalah kelompok yang relatif “independen” karena relatif 

belum memiliki keterkaitan finansial dan birokratis terhadap pihak 

manapun, ciri spontan dan lugas dalam bersikap akan memberi 

pandangan amat kuat 

4. Mereka adalah kelompok yang juga menjadi sub sistem masyarakat 

secara keseluruhan, baik itu lokal, regional, nasional maupun mondial. 

Oleh karenanya dengan menatap konstelasi yang berkembang dengan 

latar belakang kemudian, keilmuan dan keindependenan mereka 

senantiasa menempatkan pada sudut pandang yang tidak mengulang 

kelompok masyarakat lainnya 

 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa memiliki 

ciri-ciri umum yaitu termasuk dalam bagian masyarakat yang memiliki 

tingkat pendidikan tinggi, berwawasan luas, rasional, berjiwa muda, 

memiliki sikap kritis dalam mengamati setiap masalah dan cenderung 

independen. Ciri-ciri tersebut telah melekat bahkan sejak zaman sebelum 

kemerdekaan.  

 

2. Tipe Mahasiswa 

 

Selanjutnya Adnan (1999: 131) mengklasifikasikan mahasiswa dalam lima 

tipe, yaitu: 
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1. Kelompok idealis konfrontatif 

 

Mereka adalah mahasiswa yang aktif dikelompok diskusi atau lembaga 

swadaya masyarakat, kegiatan mereka senantiasa bernuansa pemikiran 

kritis mengenai perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya 

serta teori yang mendasarinya. Mereka ikut aktif dalam aksi-aksi 

demonstrasi memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas. Ciri khas 

kelompok ini adalah non kooperatif, kelompok ini bersikap menolak 

posisi pemerintah dikarenakan keyakinan mereka bahwa pemerintah 

yang berkuasa saat itu tidak sesuai dengan norma, nilai dan prinsip-

prinsip demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia. 

 

2. Kelompok idealis realistis 

 

Kelompok ini juga aktif di berbagai diskusi dan lembaga-lembaga 

swadaya masyarakat. Kelompok ini banyak menggagas ide-ide 

perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok ini 

cenderung kompromistis dan kooperatif, mereka terang-terangan 

menentang pemerintah tetapi berusaha mencari jalan ditengah 

kesumpekan iklim politik di tanah air. 

 

3. Kelompok oportunis 

 

Kelompok ini menunjukkan keberpihakannya kepada penguasa, mereka 

adalah para mahasiswa yang berkecenderungan untuk mendukung 

program-program pemerintah dan berpihak pada pemerintah. 
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4. Kelompok profesional 

 

Mereka adalah para mahasiswa yang berorientasi profesionalisme dan 

kurang berminat terhadap masalah-masalah ekonomi dan politik 

bangsa. Mereka memilih untuk menyelesaikan studi secepatnya, 

kemudian memperoleh pekerjaan yang dapat menjamin masa depannya. 

 

5. Kelompok glamour 

 

Kelompok ini sama seperti kelompok keempat, yang kurang berminat 

terhadap masalah-masalah sosial dan politik bangsa. Perbedaannya 

mereka memiliki kecenderungan rekreatif, ciri yang menonjol dari 

mereka ialah kemampuan berbusana yang cenderung glamour dan gaya 

hidup yang sangat mengikuti mode. 

 

Lebih jauh Mas’oed dalam Silahi (2004: 14) menjelaskan karakteristik dari 

mahasiswa sendiri merupakan pendorong bagi meningkatnya peranan 

mahasiswa dalam kehidupan politik: 

1. Sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, 

mahasiswa mempunyai horizon yang luas diantara keseluruhan. 

2. Sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku 

sekolah sampai universitas, mahasiswa telah mengalami proses 

sosialisasi politik yang terpanjang diantara angkatan muda. 

3. Kehidupan kampus membuat gaya hidup yang unik dikalangan 

mahasiswa, mahasiswa berasal dari beberapa daerah, suku, bahasa dan 

agama terjalin dalam kehidupan kampus sehari-hari. 
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4. Mahasiswa sebagai kelompok yang memasuki lapisan atas dari susunan 

kekuasaan struktur perekonomian dan prestise di dalam masyarakat, 

dengan sendirinya merupakan elit dikalangan angkatan muda. 

5. Meningkatnya kepemimpinan mahasiswa di kalangan angkatan muda 

tidak terlepas dari perubahan kecenderungan-kecenderungan orientasi 

universitas. 

 

Selama masa perkuliahan, mahasiswa diajarkan dan dilatih dengan berbagai 

aktifitas ataupun kegiatan. Mahasiswa sebagai salah satu kaum akademisi 

yang dengan pengalamannya yang diperoleh, baik dari bangku pendidikan 

formal atau perkuliahan maupun non formal yakni melalui kegiatan 

organisasi yang digelutinya memiliki sifat kritis dalam menyikapi suatu 

fenomena dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa adalah pemilih 

yang memiliki kekhasan dibanding masyarakat pada umumnya. Mahasiswa 

sebagai pemilih pemula juga memiliki hak menggunakan suaranya pada 

pelaksanaan pemilu sesuai ketentuan undang-undang. Peneliti memilih 

mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung karena 

dalam perkuliahan mahasiswa mendapatkan teori dan praktek dasar 

mengenai politik, sosial dan pemerintahan. Selain pengetahuan dari bangku 

perkuliahan, mahasiswa juga mendapat pengetahuan dari luar khususnya 

mahasiswa yang berkecimpung dalam organisasi. Pengetahuan dasar 

tersebut diharapkan dapat merespon mahasiswa untuk peka terhadap 

fenomena-fenomena yang terjadi secara lebih mendalam dan kritis.  



28 
 

3. Mahasiswa dan Politik 

 

 

Sanit (2007: 78) menjabarkan karakteristik mahasiswa merupakan faktor 

pendorong pula bagi meningkatnya peranan mereka di dalam kehidupan 

politik angkatan muda. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang 

memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horizon yang luas 

di antara keseluruhan untuk lebih mampu bergerak pada lapisan masyarakat. 

Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku 

sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi 

politik yang terpanjang di antara angkatan muda. Mahasiswa merupakan 

kelompok dari angkatan muda yang mempunyai pengetahuan sosial dan 

politik yang relatif lebih banyak. Ketiga, kehidupan kampus membentuk 

gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Keempat, mahasiswa sebagai 

kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, 

struktur perekonomian dan prestise di dalam masyarakat sehingga termasuk 

elit di kalangan angkatan muda. Kelima, meningkatnya kepemimpinan 

mahasiswa di kalangan angkatan muda tidak terlepas daripada perubahan 

kecenderungan orientasi universitas. Mahasiswa sebagai komponen 

universitas termasuk terkemuka dalam memberikan perhatian kepada 

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara nasional. 

 

Mahasiswa memiliki peran yang strategis dalam dunia politik. Mahasiswa 

yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, memiliki pengetahuan yang 

luas dan merupakan oknum perubahan. Maka dari itu mahasiswa juga 

merupakan cikal bakal pemimpin di masa mendatang. Keberadaan 



29 
 

mahasiswa-mahasiswa di Indonesia diharapkan mampu menggerakkan roda 

pembangunan di berbagai bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya 

dan politik 

 

C. Badan Legislatif 

 

 

1. Definisi Legislatif 

 

Budiardjo (2010: 315) menyatakan badan legislatif atau Legislature 

mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat 

undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah Assembly yang 

mengutamakan unsur “berkumpul”. Lalu ada istilah Parliament yang 

menekankan unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain 

mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan 

dinamakan People’s Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. 

Jadi intinya badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. 

 

2. Fungsi Legislatif 

 

Budiardjo (2010: 322) menyatakan fungsi badan legislatif ialah: 

a. Fungsi legislasi yaitu menentukan kebijakan (policy) dan membuat 

undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak 

untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang 

yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang budget atau 

anggaran. 

b. Fungsi kontrol yaitu badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi 

aktivitas badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah 
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ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui siding panitia-panitia 

legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus meliputi: 

1) Pertanyaan parlementer: hak untuk mengajukan pertanyaan kepada 

pemerintah mengenai suatu masalah. 

2) Interpelasi: hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah 

mengenai kebijakan di suatu bidang. 

3) Angket (Enquete): hak anggota badan legislatif untuk mengadakan 

penyelidikan sendiri. 

4) Mosi 

c. Fungsi lainnya yaitu sebagai sarana pendidikan politik yang bertujuan 

mendidik rakyat ke arah kewarganegaraan yang sadar, bertanggung 

jawab dan partisipasi politiknya dapat dibina.  

 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa badan legislatif mempunyai 

peran penting dalam penyelenggaraan negara. Badan legislatif merupakan 

badan perwakilan rakyat yang memiliki beberapa fungsi dan cerminan dari 

kedaulatan rakyat dalam suatu negara.   

 

D. Pemilihan Umum Legislatif 

 

 

Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu syarat demokrasi bagi suatu 

negara karena dengan diadakannya pemilu masyarakat dapat menggunakan hak 

pilihnya secara langsung untuk memilih wakil-wakilnya selama lima tahun 

kedepan. Dahl dalam Suaib (2010: 02) menyatakan secara konseptual, pemilu 

bertujuan memilih wakil rakyat (bukan wakil partai) untuk duduk di lembaga 

permusyawaratan dan perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, 
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melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan senantiasa tetap 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu 

diselenggarakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan 

membentuk pemerintahan perwakilan atau gambaran ideal bagi sebuah 

pemerintahan demokrasi di zaman modern. 

 

Tidak berbeda dengan pendapat tersebut, Beetham (2000: 63) mengatakan 

bahwa tujuan pemilu tingkat nasional ada dua yaitu:  

1. Untuk memilih kepala pemerintahan atau kepala eksekutif dan untuk 

menggolkan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah 

terpilih. 

2. Untuk memilih anggota-anggota lembaga perwakilan legislatif atau 

parlemen yang akan menetapkan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan perpajakan serta mengawasi kegiatan pemerintah demi 

kepentingan rakyat. 

 

 

Lebih lanjut Suaib (2010: 02) mengemukakan bahwa ada beberapa alasan 

mengapa pemilu menjadi penting bagi sebuah negara. Pertama, melalui pemilu 

dapat dibangun basis dan konsep demokrasi, karena tanpa pemilu, tanpa 

persaingan terbuka di antara kekuatan sosial dan kekuatan kelompok politik, 

maka tidak ada demokrasi. Kedua, pemilu melegitimasi sistem politik. Ketiga, 

pemilu mengabsahkan kepemimpinan politik. Keempat, pemilu sebagai unsur 

pokok partisipasi politik di negara yang berdemokrasi. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012  Bab 1 

Pasal 1 yang dimaksud pemilu legislatif adalah: 

“Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 



32 
 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945” 

 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemilihan umum (pemilu) 

legislatif adalah pemilu yang diselenggarakan setiap lima (5) tahun sekali 

untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan 

DPD. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

 

Pemilihan umum (pemilu) legislatif yang diselenggarakan tiap lima tahun 

sekali merupakan penentu wakil-wakil dari partai politik yang akan 

memperjuangkan aspirasi rakyat di DPR, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota dan DPD. Masyarakat yang telah memenuhi syarat dapat ikut 

andil memberikan suaranya melalui hak pilihnya termasuk kalangan 

mahasiswa yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tetapi dalam 

pelaksanaanya terdapat mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilihnya 

karena berbagai macam alasan. Padahal mahasiswa dikenal sebagai kelompok 

yang kritis dalam menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. 

Terlebih lagi dengan latar belakang mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unila yang 

mendapat pendidikan politik dan pemerintahan di bangku kuliah. 

  

Penelitian tentang fenomena golongan putih di kalangan mahasiswa pada 

pemilu legislatif tahun 2014 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung) ini bertujuan untuk 

menggolongkan mahasiswa dalam beberapa kategori yaitu golput teknis, 

golput politis dan golput ideologis. Kategori tersebut didasarkan penyebab atau 
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alasan perilaku tidak memilih mahasiswa. Untuk lebih mempermudah 

pemahaman, dapat dilihat pada gambar kerangka pikir berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Kerangka Pikir 

PemilihanUmum (Pemilu) Legislatif 2014 

Golongan Putih di Kalangan Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Pemerintahan  FISIP 

Universitas Lampung 

Berdasarkan kategori 

perilaku golput: 

1. Golput Teknis 

2. Golput Politis 

3. Golput Ideologis 

Berdasarkan karakter 

mahasiswa: 

1. Karakter Idealis 

Konfrontatif 

2. Karakter Idealis 

Realistis 

3. Karakter Oportunis 

4. Karakter 

Profesional 

5. Karakter Glamour 


